PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

L

bahwa hutan produksi di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang
Maha Esa dan warisan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan
secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab sesuai
dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan
kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna
mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang
berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat di masa kini dan di masa mendatang;

b. bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang selalu meningkat
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka sebagian kegiatan
pengelolaan hutan yang berupa usaha kehutanan perlu disesuaikan
dengan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global, untuk kemandirian, keandalan, kemajuan, dan daya saing
ekonomi nasional, produktivitas dan kelestarian lingkungan hidup
serta ketahanan sosial budaya bangsa dengan berdasarkan pada
pemberdayaan ekonomi rakyat;

c. bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan
masyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada khususnya perlu
dilakukan antara lain melalui peningkatan peran koperasi, usaha
kecil dan menengah pada usaha kehutanan;

d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak
Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan
kehutanan, dan oleh sebab itu perlu diperbaharui dan
disempurnakan;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Hutan
dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
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. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478);

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3687);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN
HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN
PRODUKSI

BAB |
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
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1. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam
lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

2. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas
tanah yang tidak dibebani hak milik.

3. Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan oleh hutan.

4. Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri
ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna
produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada
umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan eksport.

6. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon
alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam
hayati beserta alam lingkungannya.

7. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan
menerapkan silvikultur intensif.

8. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang
didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan  yang
meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan
hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

9. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan
didalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil,
pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

10.Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan adalah Kawasan Hutan
Produksi yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan.

11.Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil
hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam
jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.

12. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan
produksi yang dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan.

13.Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan
pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak
diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.

14. Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan
atau nilai ekonomi dominan.

15. Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis
tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai masak tebang.
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16. Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan adalah izin yang
diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan pengusahaan hutan.

17.Keputusan Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin
yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Il untuk
melaksanakan pemungutan hasil hutan.

18.Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga
negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan
dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, yang didasarkan
pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan
dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal
bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

19.Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang
Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan
kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka
reboisasi dan rehabilitasi lahan.

20.Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang
dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang
dipungut dari hutan Negara.

21.Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan adalah jaminan
untuk pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan yang pencairannya
didasarkan pada penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam
memenuhi ketentuan pengusahaan hutan secara lestari.

22.luran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan
kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks
hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut
diberikan.

23.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas azas kekeluargaan.

24.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
kehutanan.

BAB I
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan
berdasarkan azas rasionalitas, optimalitas serta kelestarian hutan dan
keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan
dan manfaat bagi masyarakat.
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Pasal 3

Tujuan Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan adalah
mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi,
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan
lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata,
khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di
sekitar hutan.

BAB Il
PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pasal 4

Dalam mengambil manfaat dari hutan produksi pemerintah dapat
memberikan :

a. Hak Pengusahaan Hutan;
b. Hak Pemungutan Hasil Hutan.

BAB IV
HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Bagian Kesatu
Bentuk Hak Pengusahaan Hutan

Pasal 5

(1) Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi dapat berbentuk :
a. Hak Pengusahaan Hutan Alam; atau
b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman.

(2) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Alam meliputi penebangan kayu,
permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran
hasil hutan.

(3) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman meliputi penanaman
pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil
hutan.

Pasal 6

(1) Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), diberikan melalui Penawaran dalam pelelangan.

(2) Untuk luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan



